BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi muda bangsa sebagai salatsiember
daya manusia dan sebagai penerus cita-cita pegoarm@ngsa. Anak
memiliki peranan yang sangat strategis sebagaigeinguatu bangsa atau
sebagai potensi nasib manusia hari mendatang, &anemekalah yang ikut
berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus ceikaip hidup bangsa
pada masa mendatahg.

Anak sebagai bagian dari masyarakat dan merupa&grarb yang
tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah aecgagreka mempunyai
hak yang sama dengan masyarakat lain yang hainduhbi dan dihormati,
yakni hak untuk mempertahankan eksistensi kehidgarvival right) hak
untuk mengembangkan diridévelopment right) dan juga hak untuk
berpartisipasi farticipation right)> Hak asasi anak merupakan bagian dari
hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan penyac hukum
internasional maupun hukum nasional, yang secairgemsalpun dilindungi
dalamUniversal Declaration oHuman Right (UDHRJan International on
Civil and Political Rights (ICPR)Pembeda perlakuan terhadap hak asasi
anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvenseksn internasional
khusus, sepertConvention on the Rights of The Chdthu Konvensi Hak-
Hak Anak yang disingkat dengan KHA. Indonesia mekan salah satu

Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pedain 1990. Dengan

! Wagiati Soetodjo.2008ukum Pidana AnaBandung : Refika Aditama. Hal. 5
2 Maulana Hasa Wadongdvokasi dan Hukum Perlindungan Andikarta : Grasindo.2000.Hal
28



meratifikasi konvensi ini berarti Indonesia memilikewajiban untuk
memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terke@adih satu hak anak
yang perlu mendapat perhatian dan perlindunganushaslalah hak anak
yang berkonflik dengan hukum.

Pelaksanaan dari pembinaan dan perlindungan hu&tmadap hak-
hak anak tersebut di ataserupakan hal penting yang harus terus dilakukan
oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk pduingan anak dilakukan
dalam segala aspek, mulai pada pembinaan padard@]ueontrol sosial
terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang regatui peraturan-
peraturan yang baik yang dibuat oleh negara.

Implementasi dari perlindungan anak di bidang hukaapat
diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturammdangan di Indonesia,
antara lain Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tgnkasejahteraan Anak
(selanjutya disebut UU Kesejahteraan Anak)dang-Undang Nomor 3 tahun
1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebt Réngadilan Anak),
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tah@9 i&ntang Hak
Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), maupundang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak riggtiaya disebut UU
Perlindungan Anak) Berbagai ketentuan yang telah diundangkan di
Indonesia tersebut merupakan bukti betapa beshafn negara Indonesia
terhadap anak tanpa terkecuali terhadap anak nBkaltuk perlindungan

tersebut sebagai upaya negara dalam melindungidg®lagan anak bangsa

®Diah D Yanti.200Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penanganansi& Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di Lampurigal 114



agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasapunanak terjerumus
melakukan perbuatan jahat atau perbuatan tidakjiéapmnya.

Dewasa ini kenakalan anak atau anak yang melakpdduatan yang
menyimpang setiap tahunnya selalu meningkat. Hallikarenakan mental
anak yang masih dalam tahap pencarian jati didakg mudah terpengaruh
dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnghjngga jika lingkungan
tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpemgsda tindakan yang
dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapatgin dirinya sendiri
dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebutrajh membawa mereka
berurusan dengan aparat penegak hukum.

Upaya yang sering dilakukan adalah dengan membawkam anak
tersebut ke jalur hukum melalui penyelenggaraatemisperadilan pidana
anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan @oaknile Justice tidak
semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksnaidk@agi anak pelaku
tindak pidana, tetapi lebih difokuskan kepada dageamikiran bahwa
penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukoegujudkan
kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Konsideran “menimbang” dalam Undang-Undang Nomorahun
1997 tentang Pengadilan Anak telah ditentukan pobéowa tujuan
penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak titeElepaskan pada
tujuan perlindungan individu anak yang bersangkukRenggunaan sistem
peradilan pidana di Indonesia saat ini bertumpuddsarkan ketentuan

Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut. Konsidddadang-Undang

* http:/surya permana.kenakalan_anak_ditinjau_degi_fukum.com, diakses 2 Nopember 2011
® Muladi dan Barda Nawawi Arief.199unga Rampai Kebijakan Hukum PidaBandung
:Alumni, him 114-115



Pengadilan Anak menegaskan bahwa tujuan penyelersggasistem
peradilan pidana anak di Indonesia untuk pembindan memberikan
perlindungan terhadap anak yaitu agar anak tetgprte pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial secara stlaras dan seimbang.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak donésih
nampaknya belum mampu mewujudkan tujuan kesejartemnak dan
kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilaan@dformal) yang pada
akhirnya menempatkan anak dalam status narapidarnanya membawa
konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kegnlbaak. Proses
penghukuman yang diberikan kepada anak lewatnsigieradilan pidana
dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternydak tberhasil
menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yandhlélaik untuk menunjang
proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkambuat anak
semakin profesional dalam melakukan tindak kepahfat

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akkedérlibatan
anak dalam proses peradilan pidana anak dan dissbadkibat dari efek
penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek neghtifat proses peradilan
pidana anak yaitu efek negatif yang terjadi sebedidang, efek negatif pada
saat sidang maupun efek negatif setelah persidaigek negatif pada anak

akibat keterlibatan anak dalam proses peradilaangidanak dapat berupa

® M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas,1998pek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif
Konvensi Hak AngkBandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutilari UNICEF, Situasi
Anak di Dunia, Jakarta, hal. 1.



penderitaan fisik dan emosional seperti ketakukagelisahan, gangguan
tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan’jiwa.

Kenyataan lain yang ada dalam masyarakat adalatubmgdahnya
memberikan penghakiman sendiri terhadap anak nddadl,ini tentunya
sangat bertolak belakang dengan karakter masyahatahesia yang lebih
mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternabaik ( melalui
musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun @alath penyelesaian
perkara. Masyarakat juga begitu mudahnya menggunéabaga pidana
sebagai pilihan pertama dalam menangani perkarmsarBglihan ini sejalan
dan sesuai dengan hukum akan tetapi hal ini teatlertolak belakang
dengan ide pemidanaan sebagai ultimum remidiumggselupaya terakhir
apabila segala upaya yang ditempuh sudah dipantdak mampu lagi
menyelesaikan.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukuryei-Sisi Lain dari Hukum
di Indonesia menyatakan bahwa wajar apabila orang berharayakan
terhadap hukum, karena negara Indonesia adalahrandg&kum. Tetapi
hukum Indonesia belum dapat memenuhi harapan dasyamakat yang
berharap banyak padanya. Untuk itu sudah selayapasa penegak hukum
memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan berliatidlam menangani
setiap perkara khususnya terhadap perkara anakl nakgan sampai
penangan perkara merupakan pemenuhan target aajbadtkan hanya untuk

memuaskan para pihak seméta.

" Setya Wahyudi.2011lmplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistemadiian Pidana
Anak di IndonesiaY.ogyakarta : Genta Publishing. Hal. 3

® Satjipto Rahardjo, 2008isi-Sisi Lain dari Hukum di IndonesRenerbit Buku Kompas,
Jakarta,hal.55.



Menghindari efek atau dampak negatif proses penagildana anak,
United Nations Standard Minimum Rules for the Adsiration of Juvenile
Justice (“The Beijing Rules”telah memberikan pedoman sebagai upaya
kepada aparat penegak hukum mengambil tindakaakamkebijakan dalam
menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar deagan tidak
mengambil jalan formal, antara lain menghentikaauatengan tidak
meneruskan / melepaskan dari proses pengadilan ratmgembalikan /
menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuiat&egpelayanan
sosial lainnya.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penangperkara
tindak pidana anak adalah pendekatstorative jucticeyang dilaksanakan
dengan cara pengalihkan (diversi) seperti tercardalam Rule 11.1 yang
berbunyi, ‘Consideration shall be given, wherever appropridte,dealing
with juvenile offenders without resorting to forntalal by the competent
authority “, yang artinya pertimbangan akan diberikan bilaekayak, untuk
menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia mugza tenenggunakan
pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berlaierp
Rule 11.2 yang berbunyi :

The police, the prosecution or other agencies dgalWith juvenile

cases shall be empowered to dispose of such csb®ir discretion,

without recourse to formal hearings, in accordanaéh the criteria
laid down for that purpose in the respective leggdtem and also in
accordance with the principles contained in thes&eR

Butir 11.2 The Beijing Rulestersebut jika diterjemahkan dalam

bahasa Indonesia berbunyi, “Penuntut umum ataunblaaldan lain yang

° Setya Wahyudi. Op.Cit. Hal 4



menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasak umemutuskan
perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan ekaer tanpa
menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang lfosesuai dengan
kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalaistem hukum masing-
masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yankandung di dalam
peraturan ini”.

Penyelesaian perkara melalui diversi dapat ditlenap bagi perkara
anak nakal. Diversi adalah pengalihan penangananskeasus anak yang
diduga telah melakukan tindak pidana dari prosemdb ke proses non
formal dengan atau tanpa syarat.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sardaan
pidana secara formal dapat dilaksanakan dari ting&ayidikan. Kepolisian
sebagai sub sistem peradilan pidana mempunyai kewean yang begitu
luas dalam hal terjadinya tindak pidana. Kepolisiaga sebagai lembaga
yang mengawali bekerjanya sistem peradilan pidasehingga kinerja
kepolisian sangat menentukan arah pidana akan raemtiperiksa sebagai
tersangka. Dengan demikian pengalaman pertama datases peradilan
pidana bagi seorang tersangka adalah berhadapgardeparat kepolisiaf.
Sehingga tepat bila diversi dilakukan di tingkatyidikan.

Pelaksanaan diversi belum diatur dalam Kitab Undandang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pengadilanak,
Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undiinnya.

Namun dalam Konvensi Hak—Hak Anak dalam Artikel [87The Beijing

19 Kusno Adi.2009Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangand@i Pida
na Narkotika oleh AnakMalang : UMM press. Hal. 111



Rulesdalam Rule 13.1 dan Rule 13.2 serta Undang-Undamgdx 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 66(dyatinyatakan bahwa
penangkapan, penahanan terhadap anak harus ditakekaai hukum dan
akan diterapkan sebagai suatu upaya terakhir. Natalam tataran regulasi
yang lebih operasional bagi kepolisian, diversigssanmungkin dilakukan
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undangr 2 Tahun
2002 (UU Palri)) mengenai diskresi yakni kewenangaolisi untuk
menghentikan suatu perkara. Diversi sendiri didalam Telegram Rahasia
Kabareskrim Polri No.1124/X1/2006, yang digunakadehopolisi sebagai
pedoman pelaksanaan diversi. Prosedur pelaksanaarsiddiatur dalam
butir DDD, kriteria tindak pidana yang dapat dipetiangkan dilakukan
diversi diatur dalam butir EEE Telegram Rahasia dfabkrim Polri
No.1124/X1/2006"

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Konvensi Hak-Atsk dalam
Artikel 40 danThe Beijing Ruleslalam Rule 6, Rule 11.1, Rule 11.2, Rule
11.3 dan Rule 11.4 memberikan peluang bagi dilaksamya diversi atau
pengalihan oleh polisi dan penuntut umum, sertaljajlain yang berwenang
untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dghrpenahanan dan
pemenjaraant

Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem pknadian pihak
yang berwenang pertama kali menentukan posisi amalg berhadapan
dengan hukum, menjadi penentu mental anak yangkmoieda tindak pidana.

Untuk kepentingan penyelidikan, polisi melakukangegkapan, penahanan,

" Unicef, Polri Sentra HAM-FHUI Peradilan Anak : Mengembangkan Konsep Diversi dan

Restorative Justice hal 76
 bid



penggeledahan, perampasan barang dan tindakanydaisesuai dengan
KUHAP. Proses penyelidikan kasus tindak pidana dapampamakan
sebagai serangkaian pintu masuk dimana tindakaluasradan penilaian
tertentu harus dibuat sebelum memasuki pintu berfkerlakuan polisi yang
menangkap dan menginterogasi (memeriksa perkaig antuk pembuatan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangat melekat dakmak anak-anak.

Polisi dalam menegakan hukum memiliki tanggung-fawgang
cukup besar untuk mensinergikan tugas dan weweRahg sebagaimana
yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Mdindahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia setagg disebut Undang-
Undang POLRI yaitu yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesaladd:

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b. Menegakkan Hukum

c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan

Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebsit fparus
senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salahtsgas polisi yang
sering mendapat sorotan masyarakat adalah peneghllkom. Pada
prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh sipadenantiasa
mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adagahegakan hukum
sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undaregpadmnya, dimana
ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untukegakkan hukum sesuai

dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undorgor 1 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pid@kdaIHAP).

B Ibid hal 76-77
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Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebhdngedepankan
keyakinan melalui penilaiannya sendiri yang ditddeanpada moral pribadi
dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindung@pakia anggota
masyarakat. Tindakan tersebut diatur di dalam P#a8alJndang-Undang
POLRI mengenai diskresi, dimana polisi telah dibkebebasan yang
bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Polisi dalam menangani anak nakal harus senanti@saperhatikan
kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. 8daar anak sebagai
pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagei bangsa, dan
kedudukan anak di masyarakat yang masih membutytddindungan dapat
dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi altérndiagaimana
menghindarkan anak dari suatu sistem peradilampifiarmal, penempatan
anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap ké&dadanak sebagai
narapidana.

Diversi pun telah diterapkan di Polres Tulungaguwahagai contoh
kasus diversi yang ada di Polres Tulungagung, beriki dipaparkan
beberapa data dari hasil survei awal di Polresrigdgung adalah :

1. Kasus perkelahian dua remaja putri di alun-alun akot
Tulungagung. Perkelahian ini ditonton oleh khalayhtekam dan
tersebar luas di masyarakat. Perkelahian ini bef@asmara, Viki
16 tahun siswi SMKN 02 Boyolangu dituding menjadnpebab
putusnya hubungan Reliya, 17 tahun, siswi SMKN @ydiangu
dengan pacarnya. Sebagai rasa solidaritas antamieftyu, 17
tahun warga Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru yamgnga
bersama Reliya langsung menyerang Viki. Kasus iseldsaikan
secara kekeluargaan di Polres Tulungagung dengsepakati
oleh keluarga masing-masing pihak.

2. Ek 18 tahun menjalin kasih dengan lk 17 tahun yaekerja di

sebuah toko baju di selatan kota. Lama menjalinhkasduanya
berani melakukan hubungan yang tidak selayaknyakukian
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pasangan yang belum menikah. Akibat seringnya maerek
melakukan hubungan terlarang ini membuat lka hasait ini
usia kandungannya sudah 8 bulan. Mengetahui anakayal
maka Bapak Mmn meminta Ek bertanggungjawab terhadap
perbuatannya., tetapi Ek bukannya menuruti permmiddmn, Ek
malah melarikan diri. Ketika Eko tidak diketahuiblkeeadaannya
dan Bapak Mmn sudah bingung mencari kemana —mdnmgi

ia lapor kepada Polisi di UPPA Polres TulungaguBgberapa
hari menjadi DPO akhirnya Ek menyerahkan diri kdPBRPolres.
Setelah diperiksa Ek mengaku bersalah dan berjani menikahi
lka dan memenuhi tuntutan keluarga , sebelumnymemang
mau menikahi lka tetapi ia masih bingung terkaimpauhan
kebutuhannya sebagai suami dan hal lain terkaihikegman.
Terhadap masalah ini kemudian dilakukan mediasi Bagdua
pihak di kantor UPPA Polres Tulungagung disaksik#&m |,
Lurah Jepun dan Sekretaris Desa Junjung. Perakgklaia desa
menyarankan proses damai segera dapat dilakukarggalkedua
keluarga bisa segera memulai lembaran baru.

3. Kasus pencurian helm oleh seorang siswi SMA negkri
Tulungagung, anak tersbut mencuri helm milik tersakelasnya.
Korban diperkirakan menderita keugian sbesar 160 rupiah.
Kasus tersebut diselesaikan secara diversi dengagimadirkan
pelaku, orang tua pelaku, korban, orang tua korpéwak sekolah
yakni guru Bimbingan Konseling, serta didampingiloLembaga
Perlindungan Anak Tulungagung. Kasus tersebut tditgcuskan
ke jalur formal dengan kesepakatan bahwa pelakwshar
membayar ganti kerugian kepada korban dan kelukogban
sebesar 3 juta rupian.

Berdasar beberapa contoh kasus di atas, menunjlikamna dalam
menangani penyidikan perkara anak, di Polres Talgngg ada yang
diselesaikan lewat jalur hukum formal dengan pesmngharaan sistem
peradilan pidana, dan ada pula kasus-kasus teryanty diselesaikan secara
diversi. Contoh kasus di atas, perkara-perkaraertert yang melalui

penanganan secara diversi tergolong dalam kaswgsryagan.

' Hasil dari wawancara pra survey dengan wakaresRaires Tulungagung.
' Hasil dari wawancara pra survey dengan wakaresRoires Tulungagung.
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Berdasar uraian di atas, dalam skripsi ini membategang

‘DIVERSI DALAM PERKARA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN

(STUDI DI POLRES TULUNGAGUNG)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam perkara aretk @ényidik di
Polres Tulungagung ?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidikd2ollulungagung
dalam pelaksanaan diversi perkara anak, sertarbagaiupaya penyidik
Polres Tulungagung untuk mengatasi kendala yan@ddii dalam
pelaksanaan diversi perkara anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan divaidsina perkara anak
oleh penyidik di Polres Tulungagung.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala ydidghapi oleh
penyidik Polres Tulungagung dalam pelaksanaan sliyegrkara anak,
serta upaya penyidik Polres Tulungagung untuk ntasg&endala yang
dihadapi dalam pelaksanaan diversi perkara anak.

D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan peanligi baik secara
teoritis maupun praktis :

1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan man$zsta menambah

pengetahuan hukum bagi penulis, selain itu jugaardipkan dapat
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memberikan sumbangan pemikiran sebagai wacanapeakembangan
ilmu hukum pidana khususnya hukum perlindungan anak
2. Praktis

a. Bagi para penegak hukum di Polres Tulungagung agaabbahan
pertimbangan untuk mengambil suatu tindakan atdnjskean dalam
hal pelaksanaan diversi kepolisian saat penyidikaal, ini dalam
rangka meningkatkan profesionalitas dan kredilsilitadalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Bagi masyarakat: sebagai informasi dan masukanrbagarakaagar
lebih memahami tentang hak-hak anak di hadapan rhukerta
memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan diversi.

E. SSTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan tekstr, maka di
dalam penyusunan skripsi ini akan disusun berdasaf@rmat penulisan
laporan penelitian hukum sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalabatugdan manfaat
penulisan, metode penelitian, dan sistematika jearul
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori-teori Tujuan Pemidanaeamg meliputi
Teori Relati, Teori Absolut, Teori Pemidanaan d&oT Gabungan. Mengkaji
pula mengenai Pengertian dan Dasar Kebijakan Relaks Diversi,

Tinjauan Umum tentang Anak meliputi Pengertian Amd&nurut Sarjana,
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Pengertian Anak Menurut Peraturan Peundang-Undasgala Pengertian
Kenakalan AnakJuvenile Deliquengy
BAB Ill METODE PENELITIAN
Berisi tentang metode pendekatan masalah yakniasepgndekatan
empiris dan metode vyuridis sosiologis, lokasi péiael di Polres
Tulungagung, populasi seluruh polisi di Polres Tglagung dengan
responden Wakil satreskrim Polres Tulungagunghssddéu Staff Unit PPA di
Polres Tulugagung, serta wakil Kepala Perlinduniyaak Tulungagung, jenis
data meliputi data primer dan data sekunder, mefpelggumpulan data
dengan wawancara dan penelitian, dan teknik asal@ia dengan deskriptif
analisis, serta definisi operasional meliputi petige diversi, anak, perkara
anak, penyidik dan penyidikan.
BAB IV PELAKSAAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK DI POLRES
TULUNGAGUNG
Dalam Bab IV ini menjelaskan tentang hasil perslitidi Polres

Tulungagung berupa :
1. Data Perkara Anak yang Masuk ke Polres Tulungagung
2. Alasan-Alasan Pelaksanaan Diversi di Polres Tulgngg
3. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik Polnesingagung dalam

Pelaksanaan Diversi Perkara Anak serta Upaya-Upayg Dilakukan

oleh Penyidik Polres Tulungagung untuk Mengatasindéa yang

Dihadapi dalam Pelaksanaan Diversi Kendala Anak.
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BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulaanddderisi tentang
ringkasan penjelasan dari pelaksanaan diversi ble$dulungagung, alasan
dilakukannya diversi di Polres Tulungagung dan késmdtendala yang
dihadapi oleh Penyidik Polres Tulungagung dalamakssinaan diversi
perkara anak serta upaya-apaya yang dihadapi perBadres Tulungagung
untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan diverkama anak di Polres
Tulungagung. Saran berisi masukan untuk pemerindgiarat kepolisian

Polres Tulungagung dan masyarakat.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan
Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut pada gaesainya dibagi
dalam empat macam teori yaitu :
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasaergeldings theorien

Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalahtikepangkal
pada pembalasan. Dengan kata lain, bahwa setiahdtan harus disertai
dengan pidana. Siapa yang melakukan kejahatan kigsidana dengan
tanpa melihat akibat-akibatapapun yang mungkin timbul dari
dijatuhkannya pidana. Dalam teori ini kepuasan lahtyang dikejar.

Teori pembalasan yang obyektif berorientasi padmenelhan
kepuasan dari perasaan dendam di kalangan maslyabddam hal ini
tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengdana yang
merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimlaEmgan
kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat &ejah Sedangkan
teori pembalasan yang subyektif berorientasi pahgapatnya. Kesalahan
si pembuat jahat harus mendapat balasan. Apabilagikea atau
kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahgniggan, maka si
pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pigamgringan?

2. Teori Relatif atau Teori TujuampEel Theorien
Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, trakal

teori relatif. Teori ini bertitik tolak pada dasbahwa pidana adalah alat

6 Masruchin Rubai.1983. Perkembangan Pemikiran N@map. Fakultas Hukum Universitas
Brawijya Malang. Hal 140
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untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yaegjadi tujuan
adalah tata tertib mayarakat dan untuk menegaklea tertib itu
diperlukan pidana. Sifat dari teori ini adalah mertenakuti, memperbaiki
dan membinasakan

Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidanaladd untuk
mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidameyyalah dijatuhi pidana
agar tidak melakukan tindak pidana 1agi.

3. Teori Gabungan atau Teori Campur&ernigings Theorien

Di samping adanya teori pembalasan, teori tujtemapat teori
yang di samping adanya unsur-unsur pembalasang€lding$ juga
mengakui unsur memperbaiki pelaku. Teori ini dikedangan teori
gabungan atau teori campuran atetgeldings theorief??

4. Teori Pembinaan

Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatianpgda si
pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana ytah dilakukan.
Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindalana yang
dilakukan, melainkan harus didasarkan pada kepenaag dibutuhkan
untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tialgkaku dan
kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia merafigm kebiasaan jelek

yang bertentangan dengan norma hukum serta noinmgydaagar ia lebih

7 |bid. Hal .142
18 |bid. Hal. 142-143
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cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dekgéa lain tujuan
pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak @dan

Sementara itu tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP8 2
dirumusakan dalam Pasal 54 sebagai berikut :

(1) Pemidanaan bertujuan :

a. mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegaidama
hukum demi mengayomi masyarakat

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembina
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindaiklana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasai dama
dalam masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan

merendahkan martabat

Menurut konsep Rancangan Kitab Undang-Undang HulRidana
Tahun 2008, tujuan pidana bertolak dari pandangksofi pembinaan
(treatment philosofi Teori pembinaan bertujuan untuk melakukan peadrin
terhadap anak nakal. Teori ini menghendaki pengielagperkara anak dengan
cara non formal melalui pembinaan. Teori ini lebdsuai dengan pelaksanaan
diversi.

Konsiderans bagian menimbang huruf b sebagai land&tosofis
Undang-Undang Pengadilan Anak mengatakan bahwek unelaksanakan
pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap adiglerlukan
dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupuangkat hukum

yang jauh lebih mantap dan memadai, oleh karen&datantuan mengenai

penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilaka&eara khusus.

9 Masruchin Rubai.198Berkembangan Pemikiran Pembinaan NarapidaRakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang.hal 105
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Bertolak dari konsiderans UU Pengadilan Anak tersedapat
diketahui bahwa tujuan pemidanaan bagi anak yarigmguh melalui
mekanisme Undang-Undang Pengadilan Anak adalahmdadamgka untuk
memberikan pembinaan dan perlindungan kepada kepgant anak untuk
menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisikpma mental anak.

Berdasarkan tujuan pemidanaan menurut Undang-UnBangadilan
Anak tersebut, sehingga penting adanya bagi p&negleum dalam hal ini
penyidik untuk mengambil tindakan-tindakan kebigksan dalam menangani
atau menyelesaikan masalah dan kejahatan yang atkelib anak, dengan
tidak mengambil jalan formal, seperti menghentilau tidak meneruskan
melalui proses peradilan pidana atau mengembalikenyerahkan kepada
masyarakat atau orang tua dan bentuk-bentuk pelaysosial lainnya’.

Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum PidBalaun
2008 maupun dalam konsiderans Undang-Undang Pdagadinak
menghendaki pembinaan sebagai penanganan terhad&pnakal. Hal ini
maka teori pembinaanlah yang lebih sesuai dengaartypemidanaan anak
nakal. Konsep teori pembinaan yang menghendaki yadgmembinaan
terhadap pelaku tindak pidana ini sesuai dengansdndiversi yang
mengesampingkan jalur hukum formal untuk menyekesaisuatu perkara
khususnya anak nakal. Dengan kata lain pengesampimgkum dapat
dilakukan dengan pembinaan. Sehingga ada huburayanerat antara diversi

dengan teori pembinaan.

%0 Kusno Adi. Op.Cit. Hal 112
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B. Pengertian, Dasar Kebijakan Lahirnya Diversi, dan Dasar Hukum
Kewenangan Polri dalam Pelaksanaan Diversi
1. Pengertian Divers

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakuka
tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapaofakiin di luar diri
anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anakpeagaruh proses
formal sistem peradilan pidana, maka timbul perartkimanusia atau para
ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturamaiotindakan
mengeluarkanrémové@ seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum
atau melakukan tindak pidana dari proses peradgmiana dengan
memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baiktuk anak.
Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah kordigprsionyang dalam
istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pivagé’.

Diversion bermakna penghindaran atau pengalihan. Menurut
Bynum dan Thompson dalam bukunya Dewi dan Fat&hila Syukur
yang berjudul Mediasi penal : Penerapaastorative Justicdi Pengadilan
Anak Indonesia, menyampaikan pengertian dari diveaitu sebuah
tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau mpatkan pelaku
tindak pidana anak keluar dari sistem peradilaraqad Dalam konteks
keadilan restoratif, diversi adalah alternatif deseradilan pidana yang ada

sekarang?

%l Rika Saraswati. 200Hukum Perlindungan Anak di IndanesBandung :Citra Aitya Bakti.hal
21

22 Dewi dan Fatahillah A. Syukur.2011 Mediasi penaPenerapan Restorative Justice di
Pengadilan Anak Indonesia.Jakarta, hal 65
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Menurut McCarthy dan McCarthy, dalam bukunya Devand
Fatahillah A. Syukur yang berjudul Mediasi penBlenerapaifRestorative
Justicedi Pengadilan Anak Indonesia, diversi memberikaeempatan
kepada pelaku tindak kriminal untuk menghindari yygatan dan atau
penahanan, serta mendapat bantuan kesehatan,ikgnpehdidikan, dan
pelatihan keterampilan. Diversi juga memberikararjabagi peradilan
pidana untuk mengurangi tunggakan perkara dariakingidana ringan
yang tidak membutuhkan prosedur forrfral.

McCarthy dan McCarthy juga menjelaskan tujuan paogdiversi
terhadap pelaku, korban dan masyarakat, sebaghiiber
a. tujuan diversi bagi pelaku

1) melakukan evaluasi dan intervensi segera setelalakipe
teridentifikasi.

2) menyediakan progam selain yang ditawarkan sisteadpan.

3) meminimalisasi gangguan sosial, emosional dan ekory@ang
dihadapi tertuduh pelaku tindak pidana.

4) menghindari stigma dan kebebasan pribadi bagi pelak

5) menyediakan lingkungan yang tidak koersif terhadega masa
pelayanan program diversi bagi pelaku.

b. tujuan diversi bagi korban dan masyarakat
1) mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana.
2) mencapai restitusi atau pemerhatian masalah kageeara lebih

cepat.

2 |bid. Hal51
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3) membuat sumber daya sistem peradilan pidana lebifokus
pada tindak pidana yang lebih berat.
4) mengurangi biaya untuk upaya penurunan tindak pfdan

Jack E. Bynum dalam bukunya Marlina yang berjuduveBsi dan
Restorative Justiceebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang
Berhadapan dengan Hukum, diversi adalah sebuahakand atau
perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan peiakiak pidana
anak keluar dari sistem peradilan pidafta).

Pengertian diversi juga dimuat daladnited Nation Standart
Minimum Rules for the Administration of Juvenilestize (The Beijing
Rules) butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataangenai diversi yakni
sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik afertguikum dari
sistem peradilan pidana ke proses informal sepetigembalikan kepada
lembaga sosial masyarakat baik pemerintah ataupeorerintah. Diversi
berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus yarag telah
terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepadaaagenegak hukum
sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski dalam bukunyaliva
yang berjudul Diversi danRestorative Justicesebagai Alternatif
Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengdwmni ada tiga
jenis pelaksanaan program diversi yang dapat difedean yaitu :

a. Pelaksanaan kontrol secara sossdc(al control orientatiopy yaitu

aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam uagggwab

** |bid. Hal 51
%5 Marlina 1,2007. Diversi daRestorative Justiceebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak
yang Berhadapan dengan Hukum, Medan.hal 76,
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pengawasan atau pengamatan masyarakat, denganaketaada
persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelakenerima
tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dihamagdanya

kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelstcia( service

orientatior), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi,
mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayamaaa pelaku
dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri lgayselaku untuk
memberikan perbaikan atau pelayanan.

Menuju prosesrestorative justiceatau perundinganbélanced or
restorative justice orientatignyaitu melindungi masyarakat, memberi
kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung padzark dan
masyarakat dan membuat kesepakatan bersama aothen kpelaku
dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yankgit ter
dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatiakan
pada pelakif.

Secara Konseptual, diversi adalah suatu mekanisrarg y

memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilaanuju proses
pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi juganb&na suatu upaya
untuk mengalihkan anak dari proses yustisial mepupges non yustisial.
Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidanak anenuju proses
non peradilan didasarkan atas pertimbangan, bateterlibatan anak

dalam proses peradilan pada dasarnya telah medatstigmatisasi’

26 |bid

" Kusno Adi.Op.Cit hal 109
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Pengertiam diversi menurut Siswanto selaku wakilsdree
Kriminal Polres Tulungangung, bahwa diversi adalglkengalihan
penanganan kasus-kasus anak yang diduga telahukafakndak pidana,
dari proses formal menjadi pembinaan alternatifigde atau tanpa syarat.
Diversi dilakukan demi kepentingan terbaik anakmideasa keadilan,
perlindungan, tegaknya hukum dalam mewujudkan kssjaan
masyarakat®

2. Dasar Kebijakan Lahirnya Diversi
a. MenurutConvention on The Rights of The Chalhu Konvensi Hak-

Hak Anak (KHA) menetapkan kewajiban bagi negaratukin

memberikan perlindungan secara khugecial protection measures)

kepada setiap anak yang dirampas kebebasanhydrén deprived of
liberty) karena berkonflik dengan hukum. Kewajiban tersetaumpak
pada 37, 39, DAN 40 KHA sebagai berikut :

Article 37

States Parties shall ensure that:

1) No child shall be subjected to torture or other @runhuman or
degrading treatment or punishment. Neither capgahishment
nor life imprisonment without possibility of releashall be
imposed for offences committed by persons beloltesg years
of age;

2) No child shall be deprived of his or her libertylamfully or
arbitrarily. The arrest, detention or imprisonmesfta child shall
be in conformity with the law and shall be usedyad a measure
of last resort and for the shortest appropriateipdrof time;

3) Every child deprived of liberty shall be treatedhwihumanity and
respect for the inherent dignity of the human peysand in a
manner which takes into account the needs of persbrhis or

her age. In particular, every child deprived ofdity shall be
separated from adults unless it is considered m ¢hild's best

8 Hasil wawancawa pra survey dengan wakareskrinepdlulungagung.
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interest not to do so and shall have the right @mintain contact
with his or her family through correspondence argits, save in
exceptional circumstances;

4) Every child deprived of his or her liberty shallveathe right to
prompt access to legal and other appropriate aasist, as well
as the right to challenge the legality of the deation of his or
her liberty before a court or other competent, ipeledent and
impartial authority, and to a prompt decision onyasuch action.

Terjemahan Pasal 37 KHA , bahwa :

Negara-negara pihak harus menjamin bahwa :

1) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaranapengan,
atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawu &akuman
yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pememaeaamur
hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapanaidan
untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan otahgsorang
di bawah umur delapan belas tahun;

2) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasssevnaa
melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Fepamg
penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus desgan
undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagga yalan
lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek ytepat;

3) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus adiplkean
manusiawi dan menghormati martabat manusia yangkagldan
dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhantkteoubrang
pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas
kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasaalkec
penempatannya itu dianggap demi kepentingan si daakharus
mempunyai hak untuk mempertahankan kontak denglmarga
melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bdalam
keadaan-keadaan luar biasa.

4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhalikstes segera
ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dga hak
untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasadnya,
hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yamgrisng,
mandiri dan adil, dan atas putusan segera meng¢jadakan apa
pun semacam itu.

Article 39

States Parties shall take all appropriate measucepromote physical
and psychological recovery and social reintegratmfna child victim
of: any form of neglect, exploitation, or abusertiioe or any other
form of cruel, inhuman or degrading treatment omhment; or
armed conflicts. Such recovery and reintegratioallsiake place in an
environment which fosters the health, self-respect dignity of the
child.
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Terjemahan Pasal 39 tersebut adalah, bahwa :

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkaly jepat

untuk meningkatkan penyembuahan fisik dan psikslagin integrasi

kembali sosial seorang anak yang menjadi korban tuken
penelantarana apa pun, eksploitasi atau penyalabhgupenganiayaan
atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa punk tanusiawi atau

hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenfaemyembuhan
dan integrasi kembali tersebut harus berlangsun@ndasuatu

lingkungan yang meningkatkan kesehatan, hargaddmi martabat si
anak.

Article 40

1) States Parties recognize the right of every chilteged as,
accused of, or recognized as having infringed teeap law to be
treated in a manner consistent with the promotiérthe child's
sense of dignity and worth, which reinforces thiddthrespect for
the human rights and fundamental freedoms of othads which
takes into account the child's age and the deditgtmf promoting
the child's reintegration and the child's assumengonstructive
role in society.

2) To this end, and having regard to the relevant mions of
international instruments, States Parties shall, particular,
ensure that:

a) No child shall be alleged as, be accused of, oogezed as
having infringed the penal law by reason of actsoorissions
that were not prohibited by national or internataddaw at the
time they were committed;

b) Every child alleged as or accused of having infeddhe penal
law has at least the following guarantees:

(1) To be presumed innocent until proven guilty acaaydio
law;

(2) To be informed promptly and directly of the charges
against him or her, and, if appropriate, througts lar her
parents or legal guardians, and to have legal ohest
appropriate assistance in the preparation and pnéggon
of his or her defence;

(3) To have the matter determined without delay by a
competent, independent and impartial authority wtigial
body in a fair hearing according to law, in the pesce of
legal or other appropriate assistance and, unlesssi
considered not to be in the best interest of thiédcin
particular, taking into account his or her age atustion,
his or her parents or legal guardians;

(4) Not to be compelled to give testimony or to condesis; to
examine or have examined adverse witnesses anatdmo
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the participation and examination of witnesses @ dr
her behalf under conditions of equality;

(5) If considered to have infringed the penal law, &vé this
decision and any measures imposed in consequeaoth
reviewed by a higher competent, independent andriap
authority or judicial body according to law;

(6) To have the free assistance of an interpreter ¢ ¢hild
cannot understand or speak the language used;

(7) To have his or her privacy fully respected at atiges of
the proceedings.

3) States Parties shall seek to promote the estabéshrof laws,
procedures, authorities and institutions specificapplicable to
children alleged as, accused of, or recognized asry infringed
the penal law, and, in particular:

a) The establishment of a minimum age below whichdienl
shall be presumed not to have the capacity torig&ithe penal
law;

b) Whenever appropriate and desirable, measures falirg
with such children without resorting to judicial gmeedings,
providing that human rights and legal safeguard® dully
respected. 4. A variety of dispositions, such ag,cguidance
and supervision orders; counselling; probation; teyscare;
education and vocational training programmes andeot
alternatives to institutional care shall be availelto ensure
that children are dealt with in a manner appropseato their
well-being and proportionate both to their circuaistes and
the offence.

Terjemahan Pasal 40 tersebut sebagai berikut :
Pasal 40

1) Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak ymygtdkan
sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah metanggkum
pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yasgaselengan
peningkatan rasa penghormatan dan harga diri ayakg
memperkuat kembali penghormatan anak terhadap dlalabasi
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-@angdan

yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk

meningkatkan integrasi kembali anak dan pengamisiteak pada
peran konstruktif dalam masyarakat.

2) Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketenkeentuan
dalam instrumen-instrumen internasional yang relevenaka
Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa
a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituckaio, @diakui

telah melanggar hukum pidana, karena alasan bertaat
tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum neaasicatau
internasional pada waktu perbuatan-perbuatan ldakwkan;
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Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau ditudidgh te
melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaam-
jaminan berikut:

(1) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalahunoé
hukum;

(2) Diberi informasi denga segera dan langsung mengenai
tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, lunela
orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyaubant
hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempé&esiap
dan menyampaikan pembelaannya;

(3) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu
penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, ataanbad
pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menuru
hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau banaian |
yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam
kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan
memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuatata
wali hukumnya;

(4) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau nkenga
salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawagham,
untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para
saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;

(5) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka
putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai
akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebiggdin/ang
berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pelzgadi
menurut hukum;

(6) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuna-cum
kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicm@gan
bahasa yang digunakan;

(7) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya padaasem
tingkat persidangan.

3) Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkarbugadsm
undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasdendaga-
lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-aaal y
dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggkum pidana,
terutama:

a)

b)

Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu
anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk
melanggar hukum pidana;

Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkalghah untuk
menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunalem |
lain pada persidangan pengadilan, dengan syaravebahk-

hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati
sepenuhnya;
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b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadiaak
mengatur bahwa setiap anak yang masuk ke dalasmsigéradilan
pidana sebagai pelaku harus memenuhi prinsip-prinsion
diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan an&klangsungan
hidup dan perkembangan anak serta penghargaardaeripendapat
anak®.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Agasiusia
(HAM) dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal v Blasal 66
bahwa dalam proses peradilan pidana setiap oramgporeyai : hak
untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman ydaky thanusiawi,
tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukiperlatkukan
secara manusiawi dalam proses peradilan pidana,atesk bantuan
hukum dan membela diri.

Pasal 5

1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yarrgalie
menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindunga
yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaandgpati
hukum.

2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perliadung
yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidakgdhak.

3) Setiap orang yang termasuk kelompk masyarakat yang
rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlinduledpsm
berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbddaan
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus digerha
dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Penarint

2) ldentitas budaya masyarakat hukum adat, termaskilatas
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembanga
zaman

Pasal 7

* Siswanto. 2009Diversi dan Restorative Justice serta diskresi daRenanganan Kasus Anak
yang Berhadapan dengan Hukum (Sat Reskrim Polresm@agung) Tulungagung
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Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya
hukum nasional dan forum internasional atas semua
pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin olelurhuk
Indonesia dan hukum internasional mengenai haki asas
manusia yang telah diterima negara Republik Indanes
Ketentuan hukum internsional yang telah diterimgana
Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusi
menjadi hukum nasional

Pasal 66

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum@wag y
tidak manusiawi.

Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat
dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang mastkan

Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasanny
secara melawan hukum.

Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara ang& ha
boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku da
hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai
dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang s#ewa
kecuali demi kepentingannya.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
memperoleh baittuan hukum atau bantuan lainnyar@eca
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang kerla

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
membela diri dan memperoleh keadilan di depan Riliaga
Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidalaggy
tertutup untuk umum..

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerligalunAnak

(UU Perlindungan Anak) Pasal 16 ayat (1) yang beybhu' setiap

anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaragap&ayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yangtidak neawitisPasal 16

ayat (2) berbunyi, : “setiap anak berhak memper&idiebasan sesuai

dengan hukum”. Dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutiahwa,

"penangkapan, penahanan atau tindak pidana peamatahanya dapat
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dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang bedakuhanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir”.
3. Dasar Hukum Kewenangan Polri dalam melaksanakan Diversi
a. Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasalya8 JaUndang-
Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UUWrPgang
berbunyi, “Untuk kepentingan umum pejabat kepahisilegara
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas danemawgnya
dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. adalPasal 18 ayat
(2) menjelaskan bahwa, “pelaksanaan ketentuan aibaga
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan d&keadaan yang
sangat perlu dengan memperhatikan peraturan pergadalangan
serta kode etik profesi kepolisian negara Republidonesia. Hal ini
dilakukan melalui tindakan kepolisian yang dianggap bila sesuai
dengan kewajiban dalam memelihara keamanan danrtikate
masyarakat. Inilah yang disebut dengan diskreski@si ini sebagai
isyarat untuk penerapan diversi sebagai upayangerigan terhadap
anak. Diversi sebagai salah satu upaya dari pelaksakewenangan
diskresi ini, dilakukan dengan mengalihkan perldas jalur hukum
formal ke jalur non formal.
Dasar melakukan diversi oleh penyidik juga terdagatm
Pasal 16 ayat 1 huruf L yang berbunyi “Dalam rangka
menyelenggarakan tugasnya di bidang proses pidéapolisian

Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadtikdakan
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lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasabkebut

diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) UU Polri yang beyb
Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukany
bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakaabter
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,asetigngan
kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakoka
tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut hpaist dan
masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatanngasdrkan
pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaag ya
memaksa dan menghormati Hak Asasi Marisia

b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentantplKi
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), dajzasal 5
ayat (1) huruf a angka 4 pasal 109 ayat (2) disgioubahwa *
penyidik menghentikan penyidikan dikarenakan tigdakup bukti,
bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Hial
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPWarigka atau
keluarganya. Pasal 109 ayat ()ncto pasal 16 ayat (1) huruf h
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tenang Kepoligiduh Polri)
yang berbunyi :"Polri berwenang untuk mengadakangpentian
penyidikan”.

c. Menurut Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 (UU Pelagad
Anak), dalam pasal 4 ayat (1) yang setelah adanyanateriil
berdasarkan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 disebutk@hwa
“batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke gidaak sekurang-
kurangnya 12 tahun tetapi belum mencapai umur A@ntalan belum

pernah kawin. Pasal 5 ayat (1) disebutkan “anakrbehencapai 12

tahun diduga melakukan tindak pidana, diperikseh gdenyidik".

% pasal 16 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 280artg Kepolisian.
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Dalam Pasal 5 ayat (2) berbunyi :"hasil pemerikdaasebut, seorang
anak dapat dibina, dikembalikan kepada orang twdi, atau orang
tua asuhnya. Jika tidak dapat dibina maka disralkeadepartemen
sosial setelah dengar pertimbangan pembinaan kansksyan,

d. Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangamndixeRYLRI
dalam menerapkan konsep diversi dalam menangark saag
berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim RolriPol.:
TR/1124/X1/2006 yang memberi petunjuk dan aturariatieg teknik
diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yanpgdoepan dengan
hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman dalaasaP 18
Undang-Undan Polri yang membahas masalah Diskrepoksian.
Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyriiki untuk
mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk keipgah terbaik
bagi anak dalam menangani anak yang berhadapaaréngum.

Prosedur pelaksanaan diversi diatur dalam butir DD®
Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/X1/2006, katagmdak pidana
yang dapat dilakukan diversi diatur dalam butir EBEE Kabareskrim
Polri No. Pol.: TR/1124/X1/2006.

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertialgenai
diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesdsanpenyelesaian
yang bersifat proses pidana formal ke alternatifyptesaian dalam

bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingaak®*

31 TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/X1/2006, Butir D2
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Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi makan
pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan aarak gisangka
telah melakukan pelanggaran di luar prosedur pearadiormal
dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai alur pelakaana
diversi menurut Rancangan Undang-Undang SistemdPamaAnak
oleh Dewi dan Fatahillah A. Syukur dalam bukunyagyderjudul
Mediasi Penal : Penerapdestorative Justiceli Pengadilan Anak
Indonesia.

Bagan 2.1

Restorative Justice dan Diversi (RUU Sistem Peradilan Pidana Anak)

/ Forum Musyawarz%

/Mediasi Penal

RESTORATIVE
Laporan Unit PPA JUSTICE
Masyarakat Penyidik Diversi
(Polisi (Penyidik Anak, PK
BAPAS, ANAK,
Orang Tua,

PH/Pendamping,

TIDAK
BERHASIL/
BA

Penetapan Korban/Orang

KPN

Tua/Perwakilan

K Masyarakat) /

LAPORAN

PENYIDIK BERHASIL

Kesepakatan

Berkas

dilimpahkan

Vs

ke Penuntut

PEMULIHAN
Umum

-
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Dikutip dari : Restoratif justice dan diversi memuRUU Pengadilan Anak oleh
Dewi dan Fatahillah A. Syukur dalam bukunya yangua®l Mediasi Penal :
PenerapaRestorative Justicdi Pengadilan Anak Indonesia

Dari bagan di atas, dapat dijelaskan sebagai keriku

1. laporan masyarakat terhadap perkara pidana anakintgt oleh Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dan pényidajib
melaksanakan diversi dalam forum mediasi penal alengendekatan
restorstive justicedihadiri oleh penyidik, PK BAPAS anak, orang tua,
penasihat hukum pendamping, korban/orang tua, edamaiilan masyarakat
dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban daryanakat.

2. apabila mediasi penal dengan pendekagmtorative justiceberhasil maka
ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjubeysidik membuat
surat permohonan kepada ketua pengadilan Negeuk umiengeluarkan
penetapan penghentian penyidikan.

3. apabila tidak berhasil, maka penyidik memuat bexti@a dan melimpahkan

berkas perkara pada kejaks¥an

C. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak menurut Sarjana
Suherman Toha mendefinisikan bahwa anak, adalahstumas
harapan bangsa, gambaran dan cermin masa depbBkelasega, bangsa
dan negara secara estafet untuk selama-lamanyayatan dimaksud
dengan anak, ada anak di bawah lima tahun (balda)anak remaja,

antara anak dan anak remaja selain ada kesamaam dajpentingan

%2 Dewi dan Fatahillah A. Syukur. Op Cit. Hal 54-56
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secara umum juga untuk masing-masing ada mempum@kiiususan
kepentingan. Anak balita merupakan sosok manusigade fisik yang
masih lemah sangat mementingkan perhatian orandgatuaekelilingnya
untuk mendapatkan susu dan makanan bergizi untukinpeuhannya.
Anak remaja dalam kondisi peralihan dari anak-amanjadi dewasa
sangat berkepentingan dalam hal tuntunan dalam meé@ jati dirinya
menjadi orang dewasa yang martdiri

Menurut Poerwadarminta memberikan pengertian asakagai
manusia yang masih kecil. Selanjutnya Koesnoen, peakan
pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam omda dalam
jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah tergengaruh keadaan
sekitarnya’

Menurut Kartono anak adalah keadaan manusia nogmng masih
muda usia dan sedang menentukan identitasnyassergat labil jiwanya,
sehingga sangat mudah terpengaruh lingkung@nnya

Berdasarkan pengertian anak tersebut di atas malazat d
disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertiaak adalah
mereka yang masih muda usia dan sedang menentigatitas, sehingga

berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.

% Suherman, TohaAspek Hukum Perlindungan Terhadap Andkkarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 2010 hal 15

% Koesnoen, R.ASusunan Pidana dalam Negara Sosialis IndoneBandung: Sumur, 1964 hal
120
* Kartono, K,Patologi Sosial, Jilid | Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hal 187



37

2. Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Terdapat perbedaan mengenai pengertian anak dalé&mmh
positif Indonesia. Hal ini disebabkan karena tiap-t peraturan
perundang-undangan mengatur secara tersendiri m&nganak
berdasarkan dari sudut mana dilihat dan ditafsjrieggakah dari sudut
pandang perkawinan, sudut pandang kesejahteradn ataakah dari
sudut pandang lainnya.
Berikut ini adalah pengertian anak menurut berbgmaaturan
yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:
a) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tent&tab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dawas
apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oketenka itu,
apabila anak tersangkut dalam perkara pidana hakiokeh
memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikaradeeprang
tuanya, walinya, pemeliharanya dan tidak dikenakaatu hukuman
atau memerintahkannya supaya diserahkan kepadaript&ahedan
tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal445,dan 47
KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undardpog No.3
Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

b) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tenta
Perkawinan
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatzdana

“seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telabneapai usia 19
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(sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapajefhém belas)
tahun”. Penyimpangan atas hal tersebut dapat dikant dispensasi
pada Pengadilan Negeri.
c) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menta
Kesejahteraan Anak
Undang-undang kesejahteraan anak dalam pasal 1 2ayat
menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belumap&nemur 21
(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin di 3aseorang
dikatakan anak apabila usianya belum mencapai @4 fdiluh satu)
tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.
d) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tent&tab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Pasal 330 ayat 1 KUHPerdata mengatakan bahwa” qeamm
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai gemap 21
(dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulwika Jadi
seseorang dikatakan belum dewasa apabila ia betuumior 21 (dua
puluh satu tahun) serta belum pernah melakukarapenian.
e) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tenta
Pengadilan Anak
Pasal 1 angka 1 Undang-undang pengadilan anak
menyebutkan, “anak adalah orang yang dalam pegtaata nakal telah
mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum npemcamur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
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Pasal ini telah diuji materiil, sehingga pengeréamak menurut
Undang-Undang Pengadilan Anak adalah seseorang yelah
mencapai umur 12 (dua belas) tahun, akan tetapnysitidak boleh
lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta belunmgtemelakukan
perkawinan.

f) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atent
Perlindungan Anak

Pasal 1 menyebutkan “anak adalah seseorang yamgn bel
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk ana@f yasih dalam
kandungan”. Berdasarkan pasal tersebut, seseosrgydisebut anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapas)k@hun dan
termasuk juga anak yang masih dalam kandungan @uny

g) Anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atent
Ketenagakerjaan

Pasal 1 butir 6 mendefinisikan “anak adalah seti@ng yang
belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

Bedasar berbagai pengertian menurut para sarjangpuna
menurut peraturan perundang-undangan, pengertandatam skripsi
ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Td997 tentang
Pengadilan Anak, yaitu seorang yang berumur 12 (whlas) tahun
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

3. Pengertian Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency)
Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pelagadi

Anak, mendefinisikan anak nakal yaitu :
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a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakanréemntpbagi
anak, baik menurut peraturan perundang-undanganpumau
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berldiiam
masyarakat yang bersangkutan.

Pembicaraan anak yang behadapan dengan hukum mengac
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan &oalan tindak
pidana®®

Menurut Apong Herlina, anak berhadapan dengan hudapat
juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa belkalgagan sistem
pengadilan pidana karena:

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti behsat@elanggar
hukum (anak nakal); atau

b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggangurh yang
dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara teqraya; atau

c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetsinatu
peristiwa pelanggaran hukdm

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya malanak
berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

a. Pelaku atau tersangka tindak pidana (anak nakal);
b. Korban tindak pidana;
c. Saksi suatu tindak pidaifa

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dergakum

adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatédedoukti bersalah

% Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindudgek. Pasal 64

37 Apong Herlina, dkkPerlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengakud) Buku
Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hal. 17.

% |bid., Pasal 3 ayat (2).
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melanggar hukum, dan memerlukan perlindurigddapat juga dikatakan
anak yang harus harus mengikuti prosedur hukuimadkienakalan yang
telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disinhwe anak yang
berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakddarakalan, yang
kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak.

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanydsparistiva
yang tidak selaras atau terdapat pertentangarmdalsatu peristiwa
sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. &debna itu
pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapga diartikan
dengan anak yang mempunyai permasalahan karenaprauatan yang
bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatbabwa anak yang
berkonflik dengan hukum adalah anak ndRal.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asijuyenile delinguengy
tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang kbodh dalam Pasal
489 KUH Pidana.Juvenile artinya young anak-anak, anak muda, ciri
karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas ppdaode remaja,
sedangkandelinguency artinya doing wrong terabaikan/mengabaikan,
yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, saaso kriminal,
pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penterdak dapat
diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-14f.

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentukuyait
a. Kenakalan Anak sebagai stataffences yaitu segala perilaku anak

yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukéh orang

% |bid
“0 Apong Herlina. Op Cit. Hal 20
“l Wagiati SoetodjoHukum Pidana AngkBandung, Refika Editama, 2006, hal 9.
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dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, nysamembolos
sekolah, melawan orang tua, lari dari rumabh, demléan.

b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu semalaku anak yang
dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dikakuiteh orang
dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pad#t dranggap
belum bertanggung jawab penuh atas perbuatanngaliyia mencuri,
memeras, dan lain-lai3.

Konsep tentanguvenile delinquencynenurut Soedarto menganut
penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi putaak pidana yang
dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disingpulkahwa tindak
pidana anak merupakan bagian dari kenakalan ameiramaja.

Seperti diketahui terdapat berbagai macam definysing
dikemukakan oleh para sarjana tentgongenile delinquency seperti
diuraikan di bawah ini.

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai peagert
juvenile delinquencyaitu sebagai berikut :

a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa nkarupsuatu
kejahatan, bagi anak-anak merupakdelinguency Jadi semua
tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, sepergnauri,
menganiaya, membunuh dan sebagainya.

b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelongrtdntu yang

menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

2 Apong Herlina, dkk., op cit., hal. 16-17.
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c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan pemlyaaiu bagi
sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan laift:lai

Menurut Fuad Hassan, yang dikatakawenile delinquencwpdalah
perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaagyapabila dilakukan
oleh orang dewasa maka dekualifikasikan sebagahk&gr:*

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleM&dioyanti,
mengatakan bahwa : “Kenakalan remaja berarti Halyhag berbeda
dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda”.

Penggunaan yang populer pengertian kenakalan redigajaakan
untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku amakalan remaja yang
tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam penigarini, hampir segala
sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disoleh orang lain
disebut sebagai kenakalan remaja. Di kalangan masta suatu tindak
pidana yang dilakukan oleh anak-anak, biasa dissebb&gai kenakalan
remaja’®

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahweenile delinquency
adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaranandaik norma
hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh amalk usia muda.
Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagaikiadsna anak dari pada
kejahatan anak.

Kenakalan anak berbeda dengan tindak pidana akalkgnakalan
anak merupakan pelanggaran norma hukum dan norsial dainnya,

maka tindak pidana menurut Moeljatno adalah pedmuging dilakukan

ii Romli AtmasasmitaProblem Kenakalan Anak-anak Remdandung, Armico, hal 22
Ibid
“ Sri Widoyanti, Anak dan Wanita dalam Hukydakarta, Pradya Paramita, 1984, hal. 48.



44

suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pjdarengan ditujukan
kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejgdiag ditimbulkan
oleh kelakuan orang, dalam hal ini pelakunya adaabk) sedangkan

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakigjadian itu*®

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidik
1. Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana etautian
bahwa,

penyidik adalah :

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dibegivenang
khusus oleh undang-undang

Penyidik yang karena kewajibannya mempunyai wewgsatara
lain disebutkan dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undanguish Acara
Pidana yakni :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tgatdanya
tindak pidana,

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempatlieeja

c. Menyuruh berhenti seotrang tersangka dan memetisda
pengenal diri tersangka,

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan,

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,

f.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sdbaga
tersangka atau saksi,

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgannya
dalam pemeriksaan perkara

I.  Mengadakan penghentian penyidikan,

y Moeljatno. 2002.Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 54.



45

j.  Mengadakan tindakan lain menurut hokum yang begiamg
jawab

2. Tugas Dan Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keamadan
ketertiban masyarakat, peran polisi sangatlah bd3agi masyarakat
keberadaan polisi sangat dibutuhkan dalam memizrakejahatan-
kejahatan yang banyak meresahkan dan menggangguakea dan
ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dibenetk ldegara
mempunyai tugas dan wewenang tertentu dalam maekgalakinerjanya.
Tugas pokok kepolisian Republik Indonesia menuragalP 13 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 208sbdikan
bahwa :

dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisia NeBapublik

Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalarpateoti
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai
kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjammdean,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta &etaatga
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

5. Memelihara ketertiban dan menjamin kemanan umum;
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11.

12.
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Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaanistekn
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negpil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa’

. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setimaak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan @eratur
perundang-undangan lainnya;

Menyelenggarakan identifikasi  kepolisian, kedoktera
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi &bkgian
untuk kepentingan tugas kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, arakpat
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/a
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk semsenta
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang
berwenang;

Memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuaauden
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisianasert
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturamagserg-
undangan

Selain itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasessebut di

atas, berdasarkan Pasal 15 (1) Undang-Undang N@mbahun 2002,

bahwa :

Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang

1.
2.

=)

7.
8.

9.

Menerima laporan dan atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyayakg
dapat mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat;

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecattan
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkupemamgan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta nmo¢ret
seseorang;

Mencari keterangan dan barang bukti;

10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11.Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangangy

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
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12. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaks

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, semgiakan
masyarakat;

13.Menerima dan menyimpan barang temuan utuk sementara

waktu.

Selain itu sesuai dengan Pasal 16 Undang-UndangoNaniiahun

2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bigaoges pidana,

bahwa

Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

1.

2.

S

B ©

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, da
penyitaan;

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuhkpae
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidikndala
rangka penyidikan;

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menaagaerta
memeriksa tanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sabaga
tersangka atau saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgéonya
dengan pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan,

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

.Mengajukan permintaan langsung kepada pejabatasiigang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam deead
mendesak atau mendadak untuk menangkap orang yang
disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada idény

Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada pemwmium:;

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang

jawab.

3. Tugas Dan Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Perlakuan anak yang melakukan tindak pidana tidaga b

diperlakukan sama dengan orang dewasa, karenangesomak mempunyai

hak-hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengéntd®a adanya

tekanan-tekanan baik yang bersifat mental maugsii fi
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Berikut dipaparkan mengenai aturan-aturan tentpegyidikan
tindak pidana anak menurut Undang-Undang Pengadilaak adalah
sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Anakbuber, :
“Penyidik yang melakukan adalah penyidik anak”

Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh polisang
berkompeten dan pernah menangani anak yang melakukdak
pidana.

b. Dalam proses diversi dapat dilakukan dengan mentampaanak di
bawah pengawasan keluarga, badan-badan sosial yhapat
membantu anak memecahkan masalah yang dihadajpaya gosial)
serta negara, sebagaimana diuraikan dalam pasalyeagut :

Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Anak berbunyi :

Dalam hal anak belum mencapai 8 tahun melakukandaga
melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersapabila
menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapaivaadmak
masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau otaagasuhnya,
penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepaalagotua,
wali atau orang tua asuhnya

c. Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Anak, berbunyi :

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berppati

bahwa anak tidak dapat dibina lagi oleh orang wej atau

orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tergelpada

Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan da

pembimbing kemasyarakatan.

d. Pasal 6 UU Pengadilan Anak berbunyi, “Penyidik atdék memakai
pakaian dinas”.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meakgt suasana

kekeluargaan pada sidang Anak.
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e. Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Anak berbunyi, yrRekan anak
nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan bsagkan Surat
Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjupgiri”.

f. Pasal 41 ayat (2) Pengadilan Anak berbunyi :

Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai penyidittalinperkara

anak adalah:

a) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pideamay
telah dilakukan oleh orang dewasa.

b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami
masalah anak.

g. Pasal 41 ayat (3) UU Pengadilan Anak berbunyi :

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas pé@n anak

dapat dibebankan pada penyidik yang melakukan tugas

penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan olefang

dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasark

ketentuan Undang-undang yang berlaku

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah dalambélm
terdapat penyidik anak yang persyaratan penganukgda
sebagaimana ditentukan dalam UU Pengadilan Analeriigan dalam
ayat ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapdakshnakan,
walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukagigke anak,
sedangkan penyidik lain adalah Penyidik PegawaieNegipil yang
ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

h. Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak berbunyi, {itBk wajib
memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan”.

Pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak rkama
pakaian dinas dan melakukan pendekatan secaraf etdktif, dan

simpatik.

I. Pasal 42 ayat (2) UU Pengadilan Anak berbunyi :
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Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakalyigign
wajib minta saran dari pembimbing kemasyarakataam d
apabila perlu wajib meminta saran dari ahli perkdidj ahli
kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyandkan

J. Pasal 42 ayat (3) Pengadilan Anak berbunyi, “ Rrgsenyidikan

terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan”.
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METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah
Penelitian ini menggunakan pendekampiris yaitu menganalisa
aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yandadaa masyarakat.
Pendekatanempiris dilakukan dengan metodguridis sosiologis yakni
mengacu pada peraturan mengenai diversi dalam guarerya yang
dilakukan oleh polisi pada Polres Tulungagung bsadean peraturan
perundang-undangan tersebut.
B. Lokas Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Polres Tulungagurengan dasar
pertimbangan bahwa dalam wilayah kerja Polres Tgdgaong, berdasar
survei awdl’, terdapat beberapa perkara anak yang penyelegaiditak
selalu dengan jalur hukum, melainkan ada juga parkanak yang
penyelesaiannya melalui jalur non hukum atau dewigzersi. Dimana dalam
beberapa kasus, penyebabnya beragam serta unmaksyang beragam pula.
Hal tersebut terbukti dengan data sementara yaagbaddasarkan survei
bahwasannya untuk tahun 2011 terdapat sebanyakstis kyang mana semua
kasus tersebut alasan si anak melakukan tindakhgié@ragam dan umur
mereka juga beragam pula. Dalam menangani perkeak @akal tersebut,

penyidik di Polres Tulungagung ada yang lewat jafarmal dengan

* Survey awal melalui wawancara dengan humas Poliksdagung pada tanggal 20
Oktober 2011

51
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penyelenggaraan sistem peradilan pidana maupunt |gika non formal
melalui diversf®,
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi penelitian adalah seluruh elemen yang mekkan nilai-
nilai tertentu yang dapat digunakan untuk mempéaréiesimpulan akhir.
Dalam artian populasi adalah keseluruhan objek Ipime Dalam
penelitian ini populasinya adalah  seluruh anggptdisi di Polres
Tulungagung serta seluruh petugas di Lembaga Haerlgan Anak
Tulungagung.
2. Sampel
Dalam penelitian kualitatif, tidak dilihat besarnyganlah sampel
dalam mewakili populasi, namun lebih ditentukan ddgp luas informasi
yang diperlukan dalam penelitian. Penentuan sangeeara sengaja
(purposive sampling) dilihat berdasarkan pertimlaangertimbangan
tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang irgjscapai. Purposive
Samplingdiajukan dengan cara mengambil subjek bukan didasaatas
strata, random, atau daerah, tetapi didasarkariugtes tertentd?
Sampel dari penelitian ini adalah beberapa poligisidanak di
Reserse Kriminal, staff Unit Perlindungan Perempdan Anak Polres
Tulungagung, serta Kepemimpinan Lembaga Perlindunganak

Tulungagung.

“8 Hasil wawancara survey awal dengan Humas Polrasm@abgung
49 Suharsini Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Prakid#karta: Rineka Cipta,
1997, hal 115
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Responden yang diwawancarai untuk memperoleh ddédah,
Wakil Kepala Reserse Kriminal Polres Tulungagung Bypu Siswanto,
SH, salah satu Staff Perlindungan Perempuan dark ARRA) Polres
Tulungagung lbu Gita, serta wakil Kepala Lembagdimtiingan Anak
Bpk Narto.
D. JenisData
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gamer dan data
sekunder
1. Data Primer
Data primer adalah data yang pertama didapatkanalunel
wawancara langsung kepada objek. Dalam penelitian yang
diwawancarai yaitu para polisi di Polres Tulungagwang menangani
kasus tindak pidana yang dilakukan anak-anak.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sungyhaeg tidak
langsung, yaitu diperoleh peneliti melalui dokuntErkumen yang berupa
majalah, buku literature, peraturan perundang-ugaian ensiklopedi,
artikel di internet, dan berkas-berkas serta dokudwkumen yang
diperoleh dari Polresta Tulungagung.
E. Metode Memperoleh Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ydigynakan adalah
sebagai berikut:
1. Wawancara (interview), menggunakan interview bebas terpimpin

(Controlled Interview), yaitu wawancara yang menggunakan interview
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guide yang berupa pertanyaan yang berhubungan wegmganasalahan
yang diangkat dan cara pengajuan pertanyaan dikserakepenuhnya
kepada keluwesan interview untuk menghilangkan lkefa dalam proses
interview. Peneliti mengadakan penggalian data aengnelakukan
wawancara langsung kepada majelis hakim yang ldarkdengan hal yang
diteliti secara mendalam, agar diperoleh hasil yaagsimar’

2. Pendlitian kepustakaanlibrary research), yaitu mengumpulkan data dari
refrensi-refrensi, peraturan perundang-undanganmbaea dokumen-
dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh di Polresngagung, artikel-
artikel serta ditunjang dengan litarature-literatyang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat guna mendapatkan datades yang terkait.

F. Teknik Analisis Data
Analisa data merupakan suatu tahap yang menentdé&am suatu
penelitian kualitatif. Analisa data merupakan psogenyusunan data agar
dapat ditafsirkan. Dalam hal ini apa yang dinyatakéeh responden, baik
secara tertulis maupun secara lisan, diteliti daeldjari sebagai bahan yang
utuh. Atas dasar tersebut, maka dapat diperolehbg@n yang objektif
mengenai kenyataan yang ada di masyarakat, sehamudgngan proses
penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam menamgmdak pidana yang
dilakukan oleh anak.
Setelah data relevan yang diperlukan telah dihingalam penelitian,

maka data tersebut dianalisis secara deskriptiissmgaitu menggambarkan

*0 Marzuki, Metodologi RisetYogyakarta: Fakultas Ekonomi Ull, 1991, hal 55
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dikadkagan teori-teori dan
praktek pelaksanaan hukum positif mengangkat petaaam’
G. Definisi Operasional

1. Diversi
Yang dimaksud dengan diversi dalam penelitian idalah upaya
pengesampingan hukum atau penyelesaian perkarayamgkdilakukan
oleh penyidik di Polres Tulungagung dengan jalun farmal. Sehingga
perkara anak tersebut tidak dilanjutkan ke prosdsitm selanjutnya.

2. Anak
Yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anekurut Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Aradniyseorang
yang belum dewasa dan telah berumur 12 (dua belagh dan belum
mencapai 18 (delapan belas) tahun yang berperildllt sesuai dengan
hukum yang ditangani oleh Polres Tulungagung

3. Pekara anak
Perkara anak adalah perkara hukum yang dilakukah ahak, seperti
pencurian, penggelapan, penggunaan narkoba, dastailai yang biasa
dilakukan oleh anak yang dikategorikan sebagaiakingiidana yang
diselesaikan oleh Polres Tulungagung.

4. Penyidik
Penyidik di Polres Tulungagung yang menangani mbasahak nakal.

5. Penyidikan

*1 Ronny Hanitijo,Metode penelitian Hukum dan JurimetGhalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal
46
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Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidiRalies Tulungagung

dalam perkara anak untuk mengumpulkan bukti gunaremekan

tersangka
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